LEMBARAN -DAERAH
KABUPATEN TAPANULITEENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahiwa sesual dengan ketentuan Pasal 141 hurufl e Undang-

Mengingal:

—

S

p)

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, merupakan Retribusi Usaha Perikanan salah
satu surmber pendapatan daeran yang pening guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Ler.nbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1556 Nomor 358, Tambanan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209}, L
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 LEII“LAIIlg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor
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4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomeor 4844);

laa)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzahun 2004 Nomor 126,
Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoer 5059);

Undang-Undang Nomor 45 Tz
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

hun 2005 tentang Perubahan Atas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 154-
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
5073);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

. . /
Republik Indonesia Nomeor 5234}; '

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 (enlang Usaha

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia

Nomor 4230,

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20665 Normor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
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p—t
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13.

—-
aN

Peraturan Pemerintan Nomor 38 Talhun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemaanfaatan Insenlil Permmungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun

2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;

. Peraluran Menieri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun

2008 Tentang Skala Usaha Di Bidang Pembudidayaan lkan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun

2007 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menetapkan

dan

BUFATI TAPANULI TENGAI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
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10.

11.

13.

Pemnerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesaluan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerinlahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyal daerah Kabupaten Tapanuli Tengal sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. o

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesual dengan peraluran perundang-undatigat.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Badan adalah sekumpulan orang darn/atau modal yang merupakan kesatuarn,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha mulik negara (BUMN), atau badan usaha miitk daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah
Daerat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintan Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, atas
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana dan fasilitas lertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang

menurutl kelentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
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14,

15.

16.

17.

18.

1.

20.

21.

22.

23.

unluk melakukan pembayaran Retribusi, lermasuk pemungul alau pemotong
Retribusi Perizinan Tertentu. /

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran jasé: atas pemberian
Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan
usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Usaha Perikanan adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh crang
pribadi atau badan yang bergerak dibidang Penangkapan dan
pembudidayaan ikan.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
wakiu bagi Wajib Relribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukl pembayaran alau penyeloran Relribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

Sural Keletapan Relribusi Daerah, yang selanjuinya disingkal SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Sural Kelelapan Reuribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebth besar
daripada .Reu‘ibusi yang lerutang atau seharusnya tdak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas
terhadap SKRD atau dockumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang digjukan oleh wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
Derdasarkan  sualu  standar  pemeriksaan untuk  menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian

. . . . . /
tindakan yang dilakukan cleh Penyidik untuk mencari serts mengumpulkan
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bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
25. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi [zin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas setiap

pemberian lzin Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan tkan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kegiatan usaha yang dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang
perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacal 4

Subyek Retribusi Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan mengelola usaha perikanan.
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BAB III
GOLONGAN RERTIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan

Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkal penggunaan jasa Izin usaha Perikanan diukur berdasarkan

klasifikasi jenis usaha penangkapan, budidaya dan jangka waktu izin.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 7

......

perikanan di wilayah Laut, Perairan/Sungai dan Kolam di Kabupaten
Tapanuli Tengah wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).

Jenis izin usaha perikanan adalah :

a. usaha penangkapan ikan di laut dan perairan/sungai;

b.usaha pembudidayaan ikan tawar/payau/laut;

C. usaha pengolahan ikan,

d. usaha pengumpulan/pengangkutan/pemasaran ikan;

e. usaha perebusan dan penjemuran ikan;

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si
pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dapat diberikan selelah

jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.
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(5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari
Bupati.

FPasal 8

(1) Izin usaha perikanan berlaku untuk jahgka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Izin usaha Penangkapan ikan berlaku untuk jangka wakiu 1 (satu)
tahun.

(3) Izin usaha pembudidayaan lkan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

(4) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama. /

(5) Perpanjangan izin dapal dilakukan dengan mengajuli;an permohonan

kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

—_—
o))
~—

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi
pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia selelah
memperoleh persetjuan dari Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permochonan izin usaha

perikanan, diatur oleh Instlansi terkait melalui Keputusan Bupali.

BAB Vi
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal S

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama
dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya
penyelenggaran pemberian dokumen izin, pengawasan di lapangan,

pengendalian dan biaya pembinaan.
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(1)

(2)

Pasal 10

Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 dikenakan retribusi. /

Besarnya retribusi ditetapkan, sebagai berikut : -

a. Surat izin usaha perikanan; Rp. 65.000,-/tahun/unit;

b. Sural izin usaha penangkapan ikan,
- kapal ikan 5 GT s/d 7 GT surat izin usaha

perikanan; RP 50.000,-/tahun/unit;
- kapal ikan 8 GT s/d 10 GT surat izin
usaha perikanan; Rp. 60.000,-/ thn/unit;
- surat izin kapal pengangkut ikan Rp. 50.000,-/thn/unit;
c. Sural izin usaha pembudidayaan ikan air payau (lambak) = Rp.

2.000,-/m2/tahun;

d. Surat izin usaha pembesaran/pembenihan ikan air tawar = Rp. 200,-

/1% /tahiun
e. Surat izin usaha pembudidaya rumput laut = Rp. 200,-/m?2/tahun
f. Surat izin usaha pembudidaya keramba jaring apung (KJA) = Rp.

1.500,/m?/ th,
g. untuk usaha pengolahan,;
- surat izin usaha pengolahan hasil perikanan
perebusan/pengeringar,
a. pengolahan ikan : Rp. 1.000,-/mtr/tahun;
- surat izin usaha pengolahan pembekuan hasil perikanan
~ {coldslorage);
a. kapasitas 0-5 ton : Rp. 300.000,-/tahun;
b. kapasitas 6-10 ton : Rp. 500.000,-/tahun;
c. kapasilas 11-20 ton : Rp. 1.000.000,-/tahun
d. kapasitas >20ton : Rp.2.500.000,-/tahun;
h. Untuk usaha Pengangkutan/Pemasaran hasil perikanan;
- sural izin usaha pengangkulan/pemasaran hasil perikanan

(ekspedisi) = Rp. 200.000,-/tahun;
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BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialih‘kan kepada pihak ketiga /
diborongkan.

(2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa kacis, kupon atau kartu langganan.

(4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

”m

Tapanuli Tengah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
/

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang dibayar.
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BABX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditagih dengan menggunakan STRD.

(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului
dengan Sural Teguran.

BAB Xi
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupat.

P_ E._l 16

/
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan

untuk pelaksanaan penagihan rewibusi daerah, diatur dengan Peraturan Bupali.

BAB XII
PEMANFAATAN

Pasal 17

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
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(2)

(4

[

1\

A\~

n rrYY
l?:':R ALLE

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

Whifh Betrihiai karteato danar me-pafukan keberatan hanya kepada Bupat

atau pejabat yang dihuniuk atas SKRD atau dokumen lain vang

diversamalkan

Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan disertai
? 1 A |

Ke¢beratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
S e iabnly GilCn ullkany, Kecual jlsel Weagno Retribusi tertentu dapat

Uelhivs G it ekl dod Uuies dpel penuil Kdrend keaddarl

Keardann i lnar Lalaiasaarmemon cobo aniing rdiir v d 1y 1 At Y adalah

i !
¥ \

ohiclies  hldueell ydg wajadl wl luar kehendak atau kekuasaan Wajib

L 5 §
s kewagban membayar Retstbhuer dan
J—— )
Pasal 15
Ruinnat Asliom ignel Tro malins Ioma A fenam! bulan sejal: tanggal dan

Suratl Keberatan diterima harus memberi kepulusan atas keberatan yang
Sartrmernorbidan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
U g gl DCUIUUSE,  Daliwd REDELELAIL yallg UldjUKall

harus diberi keputusan oleh Bupati.

CCplensnd . LUpal aws hebelalan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabilla jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Runati tidale memheri eniatn kennitiiean, keheratan vango diailkan tereebut

dianggap dikabuikan.
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Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran  Retribusi  dikembalikan dengan  ditambah  imbalan  bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. y

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan
besarnya relribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur dengan Peraturan Bupald.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN,

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung
dan atau kekelirnan dalam penerapan peraturan perundang — undangan
retribusi daerah.

(2) Wajib  relribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi
yang terutang dalam hal sanksi tersebuf dikenakan karena kekhilafan wajib
retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan atau
pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau
Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikeluarkan oleh Bupati alau Pejabal yang dihunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan di terima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayal (2) dan ayat (5}, Bupal atau Pejabal yang dihunjuk Udak memberikan

keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang dihunjuk
dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan
STRD

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2,
harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang di hunjuk dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal pernchonan keberatan

dilerima.

BAB RXVII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KILEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI 7

e _,51 24

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Bupal untuk perhilungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
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(2) Alas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan
pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang
Retribusi dan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (2), yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
retribusi selanjutnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhilungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan
SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran reuibusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),
dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SJKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewal jangka
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 diakukan dengan
menerbitkan Sural Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) diterbitkan

bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyva Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
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(3)

(4)

Kedaluwarsa penagihan relribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan ulang Retribusi dari Wajib Relribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurul a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal dilerimanya Surat

Teguran tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hurul b adalah Wajib Retribusi der1g&1 kesadarannya menyalakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

Pengakuan ulang Relribusi secara ldak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

Retribusi. !

BAD XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 28

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kelentuan lebih lanjut menenai lata cara penghapusan piutang retribusi yang

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.
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(2) Pemberian insenlil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

e (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Bupal dengan

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB XXi -
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah., sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelii keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
kelerangan alau laporan tersebul menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menéliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

_____
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pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daeral,
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menyuruh berhenl dan/atau melarang SEseorang rileninggalkan IUangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

mernouel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Relribusi
Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
lersangka atau saksi, .

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntul Urnum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX1I
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib retribusi yan tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Hga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), merupakan

pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIIi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang
tidak diatur dalam peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
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BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini 'dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,
dto
RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 17 September 2012

DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 13
2012 SERIC
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG
RITRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk
mewujutkan olononomi daerah yang luas, nyata, dan berlanggung jawab,
pembiayaan pémerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu
ditingkatkan  sehingga kemandirian daerah  dalam  hal  pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan ” Retribusi Izin Usaha Perikanan ” adalah retribusi
yang dipungul alas pemberian izin alas kegiatan usaha penangkapan ikan
di laut, di perairan/sungai, dan kegiatan pembudidayaan, pembenihan,
dan pembesaran ikan di tambak, kolam air tenang/deras.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
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Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukuﬁ jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
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Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas

-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TEN
2012 NOMOR 13 SERIC
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